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BAB I 
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kemiskinan masih menjadi isu utama dalam pembangunan di 
Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkanangka kemiskinan di 
Indonesia pada 2015 mencapai 28,5 juta jiwa. Meningkat dibanding tahun 
sebelumnya yang 27,7 juta jiwa. Program penanggulangan kemiskinan 
ataupun pengentasan kemiskinan sudah digulirkan sejak masa orde baru, 
namun pada kenyataannya angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi.
Bank Dunia mencatat, selama ini Indonesia telah melakukan 3 (tiga) 
upaya pengentasan kemiskinan, yaitu melalui bantuan sosial, pemberdayaan 
masyarakat dan meningkatkan mata pencaharian.Meski demikian, masih saja 
tingkat penurunan kemiskinan melambat, bahkan ada potensi kemiskinan 
bertambah.(https://beritagar.id/artikel/editorial/jurus-jokowi-mengentaskan-
kemiskinan)
Gambar 1
Target dan Realisasi Angka Kemiskinan
Sumber: BPS 2016
Permasalahan kemiskinan di Indonesia memang cukup komplek. Telah 
banyak yang dilakukan analisa dalam mengurai asal mula penyebab 
kemiskinan, namun dari hasil penelitian McKernan Dkk (2000) menunjukkan 
bahwa tidak ada satu jalur tunggal  pun untuk masuk atau keluar dari 
kemiskinan. (Slamet, 2012).Sehingga bisa dikatakan bahwa faktor-faktor 
penyebab kemiskinan seperti viciois circle (lingkaran setan), faktor yang satu 
dan lainnya saling mempengaruhi.
Penanganan masalah kemiskinan dari satu daerah dengan yang lain 
memiliki karakteristik yang berbeda, meskipun masih dalam satu lingkup 
propinsi. Misalkan corak kemiskinan di pedesaan dan perkotaan.Kemiskinan 
di pedesaan memiliki perbedaan sifat dengan kemiskinan perkotaan. 
Kemiskinan di perkotaan memiliki masalah yang lebih komplek, karena tidak 
hanya mempermasalahkan seputar ketersediaan pangan, sandang dan papan, 
namun juga terkait masalah transportasi, pelayanan kesehatan, informasi, jasa-
jasa, dan juga kepadatan penduduk (BPS Kota Surakarta 2011).Meskipun 
demikian sinergitas dan kesinambungan pembangunan daerah dengan 
pembanguan nasional tetap harus terjaga, sebagaimana yang diamantkan 
dalamUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional.
Saat inidi Provinsi Jawa Tengah, masalah kemiskinan masih manjadi 
isu utama dalam pembangunan sosial ekonomi, begitupun yang terjadi di Kota 
Surakarta.Hal itu tertuang dalam penjabaran dari Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 – 2018 yang menekankan pada 
upaya :1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi 
kewilayahan; 2.Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan 
daerah; 3.Peningkaran kualitas hidup masyarakat dan perluasan cakupan 
layanan sosial dasar; 4.Optimalisasi pembangunan infrastruktur dan 
pengembangan teknologi guna meningkatkan daya saing daerah; 
5.Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam upaya pemulihan daya 
dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi ancaman 
bencana; 6.Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola 
pemerintahan dan penciptaan kondisivitas wilayah.
Berdasarkan hal tersebut, salah satu usaha yang ditempuh Pemerintah 
Kota Surakartauntuk mengatasi permasalahan kemiskinan, yaitu dengan 
menuangkannya dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2-H Tahun 2013 
tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta (SPKD) 
yang perannya dijalankan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 
Daerah (TKPKD). Arah dan pijakan dari tim ini bertumpu pada pemberdayaan 
dan pemandirian penduduk miskin, sehingga memberikan manfaat yang 
sebesar-besarnya bagi perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya dan 
peningkatan kesejahteraan penduduk miskin. 
Tabel 1
Titik Berat Penanggulangan Kemiskinan
1 2 3
Kelompok Program 
Bantuan Terpadu 
Berbasis Keluarga
Kelompok Program 
Berbasis Pemberdayaan 
Masyarakat
Kelompok Program 
Berbasis Pemberdayaan 
Usaha Ekonomi Mikro 
dan Kecil
Tujuan :
Pemenuhan hak dasar, 
Mengurangi beban 
hidup serta perbaikan 
kualitas hidup 
masyarakat miskin
Tujuan :
Peningkatan kapasitas 
dan kemandirian 
masyarakat miskin
Tujuan :
Memberikan akses 
permodalan dan 
penguatan ekonomi bagi 
pelaku usaha mikro dan 
kecil
Program Pusat :
- JAMKESMAS
- BSM dan BOS
- RASKIN
Program Daerah :
- PKMS
- BPMKS
- RASKINDA
- Sertifikasi Lahan
- PMKS
Program Pusat :
- PNPM
- Sanitasi (USRI, 
SLBM, SANIMAS)
- Air Bersih
- Perumahan (Rusun, 
PLP2BK)
- PLPBK,P4IP)
Program Daerah :
- Relokasi
- DPK
Program Pusat :
- KUR
- Revitalisasi Pasar 
Tradisional
Program Daerah :
- Modal Bergulir 
Usaha Kecil
- Penataan PKL
- Revitalisasi Pasar 
Tradisional
- Pendampingan dan 
Pengembangan 
Kewirausahaan
Sumber : Workshop TKPKD Kota Surakarta, 12 Desember 2013
Program-program unggulan  yang sudah dikelompokkan dalam 3 (tiga) 
klaster tersebut dalam strategi dan rencana aksinya serta pengkajian 
permasalah kemiskinan (diagnosis kemiskinan) melibatkan suara/aspirasi dari 
penduduk miskin, karena sebagaimana diamanhkan kepada TKPKD Kota 
Surakarta dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2-H Tahun 2013 bahwa  
arah dan pijakan dari tim ini bertumpu pada pemberdayaan dan pemandirian 
penduduk miskin.
Melalui pemberdayaan (empowering) masyarakat, selain dapat untuk 
menyambung hidup, juga dapat mengupayakan peningkatan harkat dan 
martabat lapisan masyarakat untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan 
dan keterbelakangan (Kartasasmita, 1995:18). Namun begitu penting pula 
untuk dipahami bagaimana kehidupan dalam masyarakat miskin di negara 
berkembang (Indonesia) yang sudah terbiasa dalam budaya penerimaan 
melalui symbol-simbol bahasa misalnya: mangan ora mangan waton bisa 
kumpul, urip ing sak madya, dan narimo ing pandum menjadi karakteristik 
komunikasi yang unik di tengah-tengah masyarakat pembangunan dalam 
mempertahankan diri untuk tetap hidup melalui pemanfaatan informasi sehari-
hari terkait masalah ekonomi, sosial dan hiburan (Tandiyo Pradekso, 1994).
Proses pembangunan yang berpusat pada rakyat  (People Centered 
Development)yang diintegrasikan dengan paradigma social budaya, secara 
strategis dapat menumbuhkan dan mengembangkan keadilan (equity), 
kesetaraan (equality) dan partisipatif sebagai upaya penegembangan kapasitas 
manusia dan masyarakat berdasarkan pada spectrum helping people to help 
themselves, baik individu, kelompok, maupun orang sebagai kekuatan civil 
society (Sumadi Dilla, 2007:105).
Namun upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan 
kemiskinan belum efektif dan optimal, karena kompleksitas permasalahan 
kemiskinan semakin bertambah.Fenomena kemiskinan yang terkini, 
Kementrian Perencanaan Pembangunan/Bappenas dalam sosialisasi “Arah 
Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Jangka Menengah 2015-2019” 
mengungkapkan salah satunya ada pada permasalahantentang masih adanya 
social exclusion (marjinalisasi) pada penerima program penanggulangan 
kemiskinan. Bagi penduduk miskin yang termarjinalisasi, menghadapi 
permasalahan yang hampir sama, diantaranya; tinggal di kawasan dengan 
tingkat kepadatan tinggi, memiliki keterbatasan akses terhadap layanan dasar, 
serta memiliki keterbatasan di bidang ekonomi dan keuangan; .keterbatasan 
pendidikan dan ketrampilan membuat sebagian besar penduduk bekerja di 
sektor informal dengan kepastian usaha dan pendapatan yang relatif rendah; 
rentan terhadap penggusuran dan keterbatasan akses terhadap program 
bantuan pemerintah.
Begitupun kondisi yang terjadi pada penduduk miskin di bantaran 
sungaidi Kecamatan Pasar Kliwon Solo. Selain mereka harus terus waspada 
dengan hadirnya bencana banjir yang mengancam sewaktu-waktu, penduduk 
miskin bantaran sungai juga harus tetap bertahan hidup ditengah himpitan 
ekonomi, ancaman penggusuran (relokasi), pun keterbatasan akses bantuan 
sosial dan ketrampilan yang membuat mereka bukan hanya mengalami 
kemiskinan struktural tapi juga kemiskinan kultural.
Pengolahan informasi adalah inti dari sebuah kegiatan.Saat ini mau 
tidak mau, siap tidak siap, masyarakat Indonesia terlibat menjadi masyarakat 
informasi,  suatu keadaan masyarakat dimana produksi, distribusi dan 
manipulasi suatu informasi menjadi kegiatan utama. Namunkemiskinan yang 
diderita masyarakat Indonesia atau negara berkembang pada umumnya, tidak 
semata terlihat dari sisi wadag dan celanya saja, namun juga menyangkut 
berbagai kasus. Antara lain; miskin informasi, miskin referensi, miskin akses 
individu dalam ajang perebutan peluang global, hingga ke hak-hak privasi 
selaku warga negara dan anggota komunitas tertentu. Akibat dari akumulasi 
kasus tersebut umunya menghasilkan penderitaan, ketertinggalan, keminderan, 
ketergantungan dan ketidakberdayaan.
B. Pembatasan Masalah
Dalam penelitian iniproses komunikasi akan terfokus padamasalah 
bagaimanarelationship penduduk miskindi bantaran  di Kecamatan Pasar 
Kliwon Kota Solo dalam mengakses dan memanfaatkan informasi Program 
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (PKD), untuk mempertahankan diri 
melaluipemenuhan kebutuhan dasar mereka diantaranya, kebutuhan 
phisiologis (physiological need). Manusia membutuhkan informasi tentang 
bagaimana cara memasak makanan, menyiapkan minuman, cara membuat 
pakaian, rumah dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan keselamatan 
(safety need), manusia membutuhkan informasi tentang bagaimana 
memperoleh keamanan dan keselamatan, di mana, kapan, dan sebagainya.  
Untuk memenuhi kebutuhan  berteman(affiliation need), manusia 
membutuhkan informasi tentang orang lain atau kelompok lain, di mana, 
kegiatannya apa, cara berteman, dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan 
penghargaan (esteem need), manusia membutuhkan informasi tentang 
bagaimana agar dihargai orang lain dan menghargai orang lain. Untuk 
memenuhi kebutuhan aktualisasi diri (self-actualisation need), manusia 
membutuhkan informasi tentang ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang 
digunakan untuk aktualisasi diri, juga cara mengaktualisasikan diri. 
Berdasarkan adanya kebutuhan dasar manusia tersebut, peneliti ingin 
mengetahui bagaimana relationship penduduk miskin dalam
mengkolaborasikan berbagai informasi yang didapat dengan penawaran 
program-program pemberdayaan dari Pemerintah.
Sementara itu penulis akan melakukan penelitian di Bantaran Sungai 
KalurahanSangkrahKecamatan Pasar Kliwon Kota Solo. Dimana tingkat 
kepadatan di kecamatan ini cukup tinggi,terdapat lokasi pemukiman yang 
sebagian besar penduduknyaberprofesi sebagai buruh kasar dengan kehidupan 
yang miskin dan yang menarik perhatian penulis adalah penduduk miskin di 
bantaran sungai Kalurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Solo 
terbatas dalam mendapatkan akses bantuan, karena status mereka sebagai 
warga bantaran sungai. 
C. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah manajemen relationship penduduk miskin bantaran sungai 
di Kecamatan Pasar Kliwon kota Solo untuk mendapatkan akses informasi 
PKD? 
2. Bagaimanakah relationship penduduk miskin bantaran sungai di 
Kecamatan Pasar Kliwon kota Solo memanfaatkan/mengelola informasi 
PKD dalam rangka mempertahankan diri? 
D. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui bagaimanakah manajemen relationship penduduk 
miskin bantaran sungai di Kecamatan Pasar Kliwon kota Solo dalam 
mendapatkan akses informasi PKD.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah penduduk miskin bantaran sungai di 
Kecamatan Pasar Kliwon kota Solo memanfaatkan informasi PKD dalam 
rangka mempertahankan diri.
E. Manfaat Penelitian
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kualitas akses 
informasi penduduk miskin di kawasan kumuh di kota Solo melalui 
relationship.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan konsep 
pemberdayaan penduduk miskin di kawasan kumuh di kota Solo.
3. Disamping itu penelitian ini dapat dijadikan acuan maupun rujukan untuk 
penelitian sejenis atau penelitian lanjutan.
